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LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 

(DEPARTEMEN PERTAHANAN, DEPARTEMEN LUAR NEGERI, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang
:
2009-2010

Masa Persidangan
: 
II
Jenis Rapat
: 
Audiensi 
Hari, Tanggal
:  Senin, 4 Januari 2010 
Pukul
: 
13.00 WIB 
Sifat Rapat
: 
Terbuka

Pimpinan Rapat
: 
H. Hayono Isman, S.IP.
Sekretaris Rapat
:  Dra. Damayanti
Tempat
:
Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara
:
Menerima Audiensi :

1. Dewan Pimpinan Pusat Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI Polri Seluruh Indonesia 
2. Ikatan Putra-Putri Keluarga Besar Bulak Rantai
3. Forum Keluarga Besar Penghuni Perumahan Angkub

4. Forum Keluarga Besar Ceger
Hadir
:
2 orang Anggota Komisi I DPR RI (H. Hayono Isman, SIP dan Ir. Dadoes Sumarwanto, M.Arch)
I.
PENDAHULUAN
Audiensi Komisi I DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI Polri Seluruh Indonesia, Ikatan Putra Putri Keluarga Besar Bulak Rantai, dan Forum Keluarga Besar Penghuni Perumahan Angkub, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2010 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.


II. PENJELASAN DARI DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOORDINASI PENGHUNI RUMAH NEGARA DEPHAN/TNI POLRI SELURUH INDONESIA, IKATAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR BULAK RANTAI, DAN FORUM KELUARGA BESAR PENGHUNI PERUMAHAN ANGKUB
1.
Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh veteran/purnawirawan TNI-Polri dalam upaya pengajuan permohonan pembelian rumah negara secara sewa beli, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI Polri Seluruh Indonesia menjelaskan beberapa hambatan dari pelaksanaan penjualan rumah negara di lingkungan Dephan/TNI, yaitu sebagai berikut:


Secara umum seluruh peraturan yang terkait dengan penjualan rumah negara (dahulu rumah negeri) telah dilaksanakan dan berjalan sesuai hukum yang berlaku di berbagai instansi sipil seperti di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Pendidikan Nasional, Perhubungan, Tenaga Kerja, dan sebagainya. Pengalihan rumah negara juga terjadi di lingkungan sipil lainnya, seperti di Pemerintah Daerah, tetapi hal ini tidak terjadi di lingkungan Dephan/TNI. Pada Tahun 2002, Menhan yang pada saat itu dijabat oleh DR. Mahfud MD pernah mengajukan permohonan pengalihan 41 komplek rumah negara di seluruh Indonesia yang dianggap tidak strategis kepada Menkeu, tetapi permohonan dimaksud disertai dengan permintaan agar hasil penjualan rumah negara dapat langsung diterima oleh Dephan/TNI, sehingga ditolak oleh Menkeu. Penolakan Menkeu ini sangat beralasan karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan memperoleh langsung uang negara dari hasil penjulan rumah negara oleh Dephan RI, jelas bertentangan dengan UU Keuangan dan Perbendaharaan Negara. Karena setiap penjualan barang atau aset negara wajib disetorkan ke rekening kas negara melalui bank pemerintah yang ditunjuk. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan FKPPN kepada Pejabat Depkeu, bukan berarti tidak ada solusi lain. Salah satu solusinya adalah setelah terdapat penjualan rumah negara, maka Dephan/TNI dapat mengajukan APBN-P dengan menyebutkan rencana pengadaan rumah negara baru bagi yang aktif. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Solusi ini akan dapat dilaksanakan secara lebih konkrit jika oleh Komisi I DPR RI dapat didukung siklus pengadaan dan penjualan rumah negara yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
2.
Perwakilan dari Ikatan Putra-Putri Keluarga Besar Bulak Rantai menjelaskan bahwa pada saat ini 9 (sembilan) rumah di Perumahan Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur mendapatkan surat perintah pengosongan dari Kodam Jaya. Warga sangat keberatan atas surat perintah tersebut dengan dasar pemikiran sebagai berikut:
a. Perumahan Bulak Rantai (d/h Perumahan Pasar Rebo) adalah perumahan bagi Anggota Cakrabirawa yang berasal dari 4 Angkatan (TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri) yang dibangun di atas tanah yang dibebaskan oleh pihak Kementerian Sekneg pada tahun 1964 (Saksi hidup pelaksanaan pembayaran ganti rugi dari Kementerian Sekneg kepada rakyat/penduduk pemilik tanah masih ada).

b. Pada Tahun 1965/1966 warga mulai menempati 50 (lima puluh) rumah yang telah dibangun dengan kondisi belum ada aliran listrik dan air bersih.

c. Pada tahun 1968 ditempatkan 42 warga yang sebelumnya mendapatkan fasilitas tempat tinggal di beberapa hotel dan wisma dan karena untuk pertimbangan penghematan anggaran diperintahkan untuk pindah dan segera menempati rumah di Perumahan Pasa Rebo yang dibangun dengan dana dari uang saku/sewa hotel dan wisma meskipun dengan kondisi seadanya.

d. Selanjutnya para penghuni perumahan Pasar Rebo tersebut secara swadaya/mandiri mulai membangun saran dan prasarana bagi keperluan hidup yang selayaknya.

e. Dalam perkembangan lebih lanjut, warga juga telah membangun fasilitas umum dan sosial atas biaya sendriri, seperti gardu listrik, saluran PDAM, lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan basket, Mesjid Fatahillah, TK, SD, SMP, saluran air/drainage, taman, pengaspalan jalan, gardu/pos jaga, beserta petugas keamanan, dan lain-lain)

f. Sejak saat pertama (tahun 1965/1966) kami tinggal di Perumahan Pasar Rebo (sekarang Perumahan Bulak Rantai) hingga detik ini, kami belum pernah menerima ataupun mendapatkan fasilitas dalam bentuk apapun (PBB, air, listrik, telepon kami bayar sendiri) dari pihak TNI khususnya TNI AD yang belakangan mengklaim perumahan Bulak Rantai ini adalah milik/aset TNI AD bahkan secara sepihak dan tanpa dialog apapun telah mengeluarkan surat perintah pengosongan atas 9 (sembilan) rumah yang telah dihuni selama lebih dari 40 Tahun dengan alasan ”penertiban Aset-Aset TNI”.  
2. Perwakilan dari Forum Keluarga Besar Penghuni Perumahan Angkub menjelaskan bahwa mereka mendapatkan Surat Edaran pengosongan rumah dinas DITSEKANGAD No. SE-33/10/2009 yang terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2009 dengan jangka waktu selama 110 (seratus sepuluh) hari. Menurut perhitungan warga, eksekusi diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2010. Warga keberatan atas surat ini dengan dasar pemikiran bahwa:


a. 
Keluarga TNI AD yang termasuk dalam ”Batalyon Kuda Beban” yang semula tinggal di Asrama Angkub Gambir diperintahkan pindah ke bekas bangunan rumah sakit peninggalan jaman penjajahan Belanda di wilayah Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur (sekarang Kelurahan Keramat Jati, Jakarta Timur) karena lokasi Asrama Angkub Gambir masuk ke dalam area ”Pengembangan Proyek Tugu Monas”. 


b. 
Sejak Tahun 1963, pemukiman yang tidak layak tersebut diberi nama ”Perumahan Eks Yon Angkub” dan sejak menempati perumahan tersebut, warga tidak pernah menerima fasilitas/bantuan dalam bentuk apapun dari kesatuan TNI AD. Malah selama 46 tahun menempati dan memperbaiki hunian tersebut, warga tidak pernah menggugat ataupun digugat dari pihak manapun juga.
III.
TANGGAPAN/MASUKAN KOMISI I DPR RI

Menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh warga penghuni perumahan di lingkungan Dephan/TNI, Komisi I DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Dalam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan penghunian rumah dinas di lingkungan Dephan/TNI, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk melibatkan Badan Pertanahan Nasional guna menciptakan sinergi dalam penyelesaian aset tanah, serta peningkatan anggaran bagi proses sertifikasi aset tanah negara di lingkungan Dephan/TNI. Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta agar penyelesaian penertiban rumah dinas dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta senantiasa mengedepankan langkah-langkah yang arif dan bijaksana dan proses dialog dengan para pihak, serta melakukan terobosan dengan melakukan koordinasi bersama Menpera untuk mengkaji kemungkinan penyediaan rumah bagi prajurit aktif (Kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI tanggal 30 November 2009)
2. Komisi I DPR RI periode 2004-2009 telah membentuk Panja Aset Tanah Komisi I DPR RI dan telah menyampaikan rekomendasi Panja kepada Pemerintah (Menteri Pertahanan dan Panglima TNI) untuk segera dilakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan penghunian rumah dinas dan tanah di lingkungan Dephan/TNI.

3. Selanjutnya Komisi I DPR RI akan membahas masukan-masukan yang disampaikan warga penghuni rumah dinas Dephan/TNI dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI terdekat untuk segera ditindaklanjuti.

IV. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.05 WIB

Jakarta, 4 Januari 2010

a.n. Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,
DRA. DAMAYANTI
NIP. 19620211 198703 2 002
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